
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1966, 2017 KEMENKEU. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 222/PMK.07/2017 

TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, 

dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;  

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf a 

dan ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau, baik bagian daerah provinsi 

maupun bagian daerah kabupaten/kota dialokasikan 

untuk mendanai program sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang 

kesehatan untuk mendukung program jaminan 

kesehatan nasional, dan ketentuan lebih Ianjut 

mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau tersebut diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan; 
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  c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan 

efektivitas pemantauan serta evaluasi penggunaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur 

kembali ketentuan mengenai penggunaan, 

pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4755); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI 

HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 
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presentase tertentu dari pendapatan negara untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang 

selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari 

Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi 

penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 

3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau 

bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, 

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

Masyarakat. 
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9. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT 

yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH 

CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH 

CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB II 

PENGGUNAAN DBH CHT 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip Penggunaan 

 

Pasal 2 

(1) DBH CHT digunakan untuk mendanai 

program/kegiatan: 

a. peningkatan kualitas bahan baku; 

b. pembinaan industri; 

c. pembinaan lingkungan sosial; 

d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau 

e. pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

(2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan 

Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima 

setiap Daerah. 

(3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang 

didanai dari APBD. 

 

Pasal 3 

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan 

DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah 

penerima DBH CHT. 

(2) Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
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a. daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil 

tembakau; 

b. daerah provinsi penghasil cukai; 

c. daerah provinsi penghasil tembakau; 

d. daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan 

penghasil tembakau; 

e. daerah kabupaten/kota penghasil cukai; 

f. daerah kabupaten/kota penghasil tembakau; 

dan/atau 

g. daerah kabupaten/kota nonpenghasil. 

(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyampaikan surat yang berisi daftar Daerah 

berdasarkan karakteristik Daerah penerima DBH CHT 

kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan. 

 

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah dapat 

membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator 

pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di 

wilayahnya. 

 

Bagian Kedua 

Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran 

Penggunaan DBH CHT 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan 

program/kegiatan dan penganggaran penggunaan 

DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Bupati/wali kota menyampaikan rancangan program/ 

kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur 
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